
Menggairahkan Pemilih
pada Pemilu 2014

Pergerakan calon-calon wakil rak-
yat semakin memenuhi setiap sudut
wilayah. Tidak hanya di kota, di pelo-
sok desa tampak begitu banyak wajah-
wajah dengan berbagai warna. Pemilu
tinggal hitungan jari, yakni tinggal 3
bulan lagi menuju 9 April 2014. Tang-
gal ini menjadi tanggal keramat yang
harus diperjuangkan masing-masing
kandidat. 

Semua masyarakat sedang me-
nunggu pelaksanaan pemilu tersebut,
karena menjadi titik tolak kemajuan
bangsa Indonesia.

Sementara itu, untuk memenuhi ra-
sa haus masyarakat tentang persiapan
pelaksanaan pemilu, Komisi Pemilih-
an Umum (KPU) menyediakan berba-
gai informasi terkait calon-calon tetap
yang akan berebut kursi DPR. Masya-
rakat dapat mengakses melalui berba-
gai sarana yang disediakan KPU seca-
ra bebas dan gratis. 

Tidak hanya tentang siapa yang
akan dipilih, KPU juga memberikan
sosialisasi dan pendidikan politik agar
tingkat kesadaran masyarakat tentang
arti pentingnya Pemilu lebih bergairah
lagi. 

Perkembangan demokrasi di Indo-
nesia memang tidak semulus yang ada
di teori. Dalam prakteknya, demokrasi
di Indonesia cenderung lebih kepada
siapa pemberi terbanyak maka akan
dapat kekuasaan dibanding variable
lain. 

Hal inilah yang membuat pemerin-
tah yang terpilih menjadi sarang ko-
rupsi. Inilah yang menjadi tugas dari
sosialisasi dan pendidikan politik. Ba-
gaimana membuat masyarakat menjadi
lebih pintar memilih dan menyingkir-
kan kandidat-kandidat yang bertam-
pang kekayaan semata. 

Pekerjaan KPU tidaklah ringan,
apalagi dengan segudang permasalah-
an yang membuntuti proses pemilihan
yang akan berlangsung nanti. 

Namun, jika KPU bisa bekerja sa-
ma dengan masyarakat, menggairah-
kan pemilih dan mencerdaskan pemi-
lih, Pemilu 2014 yakin berhasil dengan
sukses.

Narila Putri
Petamburan, Jakarta Pusat
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KPK telah berhasil menyelesaikan
perkara korupsi yang melibatkan
institusi “trias politika” tengah

mendapat apresiasi dari publik, dibanding-
kan dengan lembaga penegakan hukum
lainnya. Keberhasilan ini belum sepenuhnya
dapat dianggap mendekati “sempurna” da-
lam rangka merealisasi aksi nyata melawan
korupsi sebagai kejahatan yang termasuk
extra ordinary crime. 

Keberhasilan KPK untuk melakukan pe-
nindakan penjeraan pidana tersebut, masih
pada tindak pidana korupsi yang terbatas,
baik dalam skala operasinya maupun perso-
nalnya. Dalam skala operasional misalnya,
KPK baru menyentuh perkara-perkara yang
terbatas skalanya yakni masih bersifat suatu
daerah/wilayah tertentu saja belum bersifat
nasional walau harus diakui mempunyai
dampak psikologis secara nasional. Sedang-
kan pada personalnya terkesan adanya “per-
son” yang menjadi target sasaran KPK dan
masih ada kesan tebang pilih serta pesanan
dengan pertimbangan-pertimbangan terten-
tu misalnya karena “sentimen pribadi” dan
kepartaian. 

Walau demikian, sedikit demi sedikit ki-
ni tidak ada lagi rakyat di Indonesia yang ti-
dak tersentuh oleh hukum, adanya bukti
bahwa beking politik dan ekonomi dalam
penanganan perkara oleh KPK tidak berlaku
mulai menunjukkan hasil. Namun dengan
berbagai keberhasilan KPK tahun lalu, ada
beberapa kasus yang belum tuntas dan harus
mendapatkan prioritas dalam penanganan
pada 2014 ini. 

Pertama, menyelesaikan perkara BLBI
yang merupakan skema bantuan (pinjaman)
dari Bank Indonesia kepada bank-bank
yang mengalami masalah likuiditas saat ter-
jadi krisis moneter di Indonesia pada 1997-
1998. Pada September 1997-Desember
1998 BI telah menyalurkan BLBI yang jum-
lah pastinya masih misterius (ada yang me-
nyatakan Rp 147,7 triliun; Rp 319,8 triliun,
bahkan ada informasi bahwa besaranya le-
bih dari Rp 600 triliun) kepada 48 bank
yang bermasalah, baik bank pemerintah
maupun bank swasta. BLBI yang digunakan
untuk kredit baru fasilitas grup; digunakan

untuk valuta asing khususnya dolar; dan un-
tuk membayar letter of credit (LC) bank pe-
merintah-swasta yang sudah jatuh tempo
kepada credit line di luar negeri.   

Kasus BLBI merupakan mega kasus
keuangan negara yang sampai kini masih
misterius dan belum terungkap secara jelas
pihak mana yang harus bertanggung jawab
secara penuh, apakah pemerintah, swasta
ataupun BI sebagai otoritas moneter waktu
itu. Walau sudah ada beberapa mantan di-
rektur BI menjadi terpidana dalam kasus
penyelewengan dana BLBI ini antara lain
Paul Sutopo Tjokronegoro, Hendro Budi-
yanto, dan Heru Supratono namun sampai
kini masih perlu amunisi baru dari KPK
untuk mengungkap tuntas kerugian negara
yang menjadikan bangsa ini makin terpu-
ruk dengan hutang luar negeri yang makin
menggunung. 

Bank Century
Kedua, masalah penggunaan uang nega-

ra yang berkait dengan bailout dan pemberi-
an fasilitas pendanaan jangka panjang
(FPJP) dan penetapan Bank Century seba-
gai bank gagal yang berdampak sistemik pa-
da 2008, yang sampai saat ini belum tuntas.
Siapa yang mesti bertanggung jawab atas
pengucuran dana lebih dari Rp 6 triliun ke-
pada Bank Century kala itu. Silang pendapat
antara berbagai pihak apakah kesulitan li-
kuiditas Bank Century akan berdampak sis-
temik dalam dunia perbankan dan pereko-
nomian nasional kala itu masih tetap belum
berujung. 

Sementara itu kinerja KPK terhadap ka-
sus itu baru melangkah untuk menetapkan
dua orang tersangka yakni Budi Mulia man-
tan deputi 4 bidang pengelolaan moneter de-
visa dan Siti Fajriah mantan deputi 5 bidang
pengawasan. Dalam sistem manajemen BI
dua orang tersebut bukan merupakan aktor
intelektuali serta pengambil keputusan final
untuk memutuskannya. 

Publik sangat berharap penuntasan ka-
sus yang sudah hampir lima tahun belum
sampai pada aktor intelektual dan siapa
yang mesti bertanggung jawab atas pem-
berian fasilitas pendanaan jangka pendek
kepada bank yang kini berganti dengan
Bank Mutiara tersebut, serta pihak mana
yang menikmati keuntungan dengan kebi-
jakan tersebut.

Ketiga, kasus mega proyek pusat pendi-
dikan dan sarana olah raga Hambalang di
Sentul, Bogor, Jawa Barat. Proyek yang
awalnya direncanakan hanya satu tahun de-
ngan biaya sekitar Rp 120 miliar lebih dan
berubah menjadi proyek multi year dengan
biaya lebih dari Rp 1,2 triliun itu masih be-
lum menampakkan kesempurnaan dalam
penanganannya. Menunggu realisasi kata

wakil ketua KPK Bambang Widjojanto bah-
wa penetapan Dedy Kusdinar dan Wafid
Muharom yang merupakan anak tangga per-
tama dalam penanganan kasus Hambalang.
Penetapan sebagai tersangka dan penahanan
Andi Mallarangeng, Teuku Bagus, dan dite-
ruskan penetapan Anas Urbaningrum seba-
gai tersangka rasanya belum bisa menyibak
misteri sebenarnya siapa saja, pejabat mana
saja dan berapa sebenarnya kerugian negara
yang benar-benar timbul serta dampak apa
saja sebagai akibat dari kasus Hambalang.
Apalagi kasus itu juga banyak dikaitkan de-
ngan konggres Partai Demokrat di Bandung
pada 2010. Tentu makin banyak para pihak
baik secara langsung maupun tidak lang-
sung dan memungkinkan mendapatkan ke-
untungan untuk diri sendiri maupun orang
lain atau pihak lain sehubungan dengan ada-
nya proyek Hambalang. 

Kasus Hambalang tergolong rumit kare-
na banyak pihak yang terlibat dan sulit kare-
na cukup banyak melibatkan kader partai
pemerintah (Partai Demokrat) serta cukup
besar potensi kerugian negara karena menu-
rut hasil audit BPK potensi kerugian negara
sebesar Rp 463 miliar. Penulis meyakini
masih banyak pihak yang memungkinkan
dapat diminta dalam “penindakan hukum”
agar mendapatkan titik terang apa yang ter-
jadi pada proyek Hambalang. 

Keempat, selain penanganan soal BLBI,
tentu publik sangat berharap bagaimana
KPK dapat “memaksa” para pengusaha/per-
bankan dan koruptor kakap yang sudah me-
ninggalkan Indonesia dan kini tinggal di lu-
ar negeri dengan membawa lari uang negara
ratusan triliun. 

KPK harus tampil sebagai aparat pene-
gak hukum yang mampu membawa kemba-
li para koruptor kelas kakap-pengambil dan
pengemplang uang negara kita untuk dieks-
tradisi atau dapat mengajukan pengadilan in
absentia (tanpa hadirnya terdakwa) untuk
diberi hukuman yang berat dan denda yang
besar untuk mengembalikan uang yang su-
dah diambilnya.  

Kelima, the last but not list, 2014 adalah
tahun politik. Ada pemilu legislatif pada 9
April 2014 dan pemilihan Presiden/Wapres
9 Juli 2014 serta pilkada di berbagai daerah.
Peristiwa besar tersebut tentu akan menim-
bulkan peningkatan potensi pelanggaran hu-
kum, misalnya money politics. Tentu KPK
diharapkan lebih profesional dengan meng-
edepankan supremasi hukum yang sama ter-
hadap semua warga negara sesuai dengan
prinsip equality before the law yang kita
dambakan.   

PENULIS ADALAH GURU BESAR FH 
DAN PEMBANTU REKTOR II 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SOLO

Menunggu Gebrakan KPK di Tahun Politik

JAMAL

WIWOHO

Suara Pembaruan    Kamis, 9 Januari 2014 A 11OPINI & EDITORIAL

Harian Umum Sore 

SUARA PEMBARUAN
Mulai terbit 4 Februari 1987 sebagai kelanjutan dari harian umum sore SINAR HARAPAN yang terbit pertama 27 April 1961.

Penerbit: PT Media Interaksi Utama
SK Menpen RI Nomor 224/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1987

Presiden Direktur: Theo L Sambuaga, Direktur: Randolph Latumahina, Drs Lukman Djaja MBA
Alamat Redaksi: BeritaSatu Plaza, lantai 11

Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950, Telepon (021) 2995 7500, Fax  (021) 5277 981
BERITA SATU MEDIA HOLDINGS: President Director: Theo L Sambuaga, Chief Executive Officer: Sachin Gopalan, Director of Digital Media: John Riady, 

General Affairs & Finance Director: Lukman Djaja, Marketing & Communications Director: Sari Kusumaningrum, 

Dewan Redaksi: Sabam Siagian (Ketua), James T Riady, Tanri Abeng, Markus Parmadi, Soetikno Soedarjo, Baktinendra Prawiro MSc, Dr Anugerah Pekerti, Ir Jonathan L Parapak MSc, Bondan Winarno Penasihat Senior: Samuel Tahir
Redaktur Pelaksana: Aditya L Djono, Dwi Argo Santosa, Asisten Redaktur Pelaksana: Anselmus Bata, Asni Ovier Dengen Paluin, Redaktur: Alexander Madji, Bernadus Wijayaka, Gatot Eko Cahyono, Marselius Rombe Baan, Marthin
Brahmanto, M Zainuri, Noinsen Rumapea, Syafrul Mardhy Pasaribu, Surya Lesmana, Yuliantino Situmorang, Unggul Wirawan, Asisten Redaktur: Agustinus Lesek, Heri S Soba, Irawati Diah Astuti, Jeis Montesori, Jeany A Aipassa, Kurniadi, Sumedi
Tjahja Purnama, Steven Setiabudi Musa, Willy Masaharu Staf Redaksi: Ari Supriyanti Rikin, Carlos KY Paath, Daurina L Sinurat, Dina Manafe, Elvira Anna Siahaan, Erwin C Sihombing, Fana FS Putra, Gardi Gazarin, Haikal  Pasya, Hendro D
Situmorang, Hotman Siregar, Joanito De Saojoao, Lona Olavia, Miko Napitupulu, Natasia Christy Wahyuni, Novianti Setuningsih, Robertus Wardi, Ruht Semiono, Siprianus Edi Hardum, Yeremia Sukoyo, Yohannes Harry D Sirait, Dewi Gustiana
(Tangerang), Laurensius Dami (Serang), Stefy Thenu (Semarang), Muhammad Hamzah (Banda Aceh), Henry Sitinjak, Arnold H Sianturi (Medan), Bangun Paruhuman Lubis (Palembang), Radesman Saragih (Jambi), Usmin (Bengkulu), Margaretha
Feybe Lumanauw (Batam), I Nyoman Mardika (Denpasar), Sahat Oloan Saragih (Pontianak), Barthel B Usin (Palangkaraya), M. Kiblat Said (Makassar), Fanny Waworundeng (Manado), Adi Marsiela (Bandung), Fuska Sani Evani (Yogyakarta), Robert
Isidorus Vanwi (Papua), Vonny Litamahuputty (Ambon), Pjs Kepala Sekretariat Redaksi: Rully Satriadi, Koordinator Tata Letak: Robert Prihatin, Koordinator Grafis: Antonius Budi Nurcahyo.

GM Iklan: Sri Rejeki Listyorini, GM Sirkulasi: Dahlan Hutabarat, GM Marketing&Communications: Enot Indarnoto, Alamat Iklan: BeritaSatu Plaza, lantai 9, Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950, Rekening: Bank Mandiri
Cabang Jakarta Kota, Rek Giro: A/C.115.008600.2559, BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro  No. 441.30.40.755 (iklan), BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.747 (Sirkulasi),   Harga Langganan: Rp 68.000/ bulan,

Terbit 6  kali seminggu. Luar Kota Per Pos minimum langganan 3 bulan bayar di muka ditambah ongkos kirim. 
Alamat Sirkulasi: Hotel Aryaduta Semanggi, Tower A First Floor, Jl Garnisun Dalam No. 8 Karet Semanggi, Jakarta 12930, Telp: 29957555 - 29957500 ext 3206 Percetakan: PT Gramedia

http://www.suarapembaruan.com e-mail: koransp@suarapembaruan.com

Wartawan Suara Pembaruan dilengkapi dengan identitas diri.  
Wartawan Suara Pembaruan tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apa pun dalam hubungan pemberitaan. 


